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“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)*)

*)https://info-sipaijo/2015/08/kutipan-kata-kata-mutiara-
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Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak di Indonesia

menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat

adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah

tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan penghasilan bagi pemerintah.

Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah,baik

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Sejalan dengan adanya otonomi

daerah, dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan

mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Semakin besar

potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Penerimaan

pajak daerah di memberi potensi besar dalam menjalankan program pembangunan

yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan

kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa menjalankan

program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian daerah,

karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan kas tidak

maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan menghambat

jalannya program Pemerintah Daerah.

Kemajuan yang pesat khususnya dibidang ekonomi, telah menjadikan

Kota Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur (BP2D Kota

Malang,2018). Pemerintah Kota Malang melakukan pemungutan pajak daerah

guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak daerah di Kota Malang
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memberi potensi besar dalam menjalankan program pembangunan yang telah

direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Dapat diketahui bahwa salah satu

pajak daerah yang menjadi andalan bagi Pemerintah Kota Malang dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem

pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu Official Assesment yaitu pemerintah

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak Pemerintah

Daerah saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, salah

satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Prosedur Pendataan merupakan proses pengumpulan data Objek Pajak

yang sangat penting. Karena nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian

dan penetapan PBB. Pendataan sangatlah penting untuk dilakukan. Objek pajak

yang telah dilakukan pendataan seperti identifikasi, verivikasi ,dan pengukuran

objek pajak yang nantinya setelah melakukan proses pendataan akan memperoleh

Nomor Objek Pajak (NOP) yang diberikan ke masing-masing objek pajak. Yang

selanjutnya akan dilakukan penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya

pendataan dan penetapan PBB selanjutnya pihak pemerintah dapat mengeluarkan

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi

wajib pajak untuk mengetahui pajak terutangnya. Apabila wajib pajak tidak

melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terurang PBB sesuai

dengan SPPT yang telah diterbitkan yang diberikan jangka waktu 6 (enam) bulan

mulai dari bulan januari sampai dengan 31 juli maka pihak BP2D dapat

menerbitkan Surat Pemberitahuan (SP) yang diberikan kepada wajib pajak

penunggak pajak. Pemberian SP dilakukan sampai dengan Sp ke 3 dengan jangka

waktu pemberian masing-masing 3 hari dan selanjutnya bisa diterbitkan Surat

pematokan terhadap objek pajak.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 075/UN 25.1.2/SP/2018,
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jember.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat

padat yaitu sebesar 261.890.900 jiwa (BPS,2017). Dimana setiap warga negara yang

telah memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung

maupun tidak langsung. Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada

beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor pajak mencapai lebih dari 70% dari

total penerimaan dalam APBN Resmi (2017:1). Berbagai kebijakan dalam bentuk

ekstentifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakn tersebut berdampak

pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar atau pemotong

atau pemungut pajak. Pajak juga digunakan dalam pembiayaaan operasional negara

seperti pembayaran utang negara dan pembangunan fasilitas umum yang digunakan

oleh rakyat. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk

membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari

sektor pajak.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan

pajak daerah. Menurut Resmi (2017:8), Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh

pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, tujuannya yaitu pemerataan

penghasilan bagi pemerintah. Jenis pajak pusat meliputi : Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Daerah terbagi

menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi

terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak
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bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air

permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengelolahan bahan galian

golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan ha katas

tanah dan bangunan (Wicaksono dan Pamungkas,2017:82).

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana suatu daerah diberikan

kewenangan untuk menggali dan mengelola pajak daerahnya sesuai dengan potensi

yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak daerah tersebut semakin besar pula

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh guna membiayai pelaksanaan

pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat.

Kemajuan yang pesat khususnya dibidang ekonomi, telah menjadikan Kota

Malang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Timur (BP2D Kota Malang,2018). Pajak

Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pengelolaan

di Kota Malang berpedoman pada undang-undang nomor 28 tahun 2009. Sebagai

tindak lanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Kota Malang melakukan

pemungutan pajak daerah guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pajak daerah yang dipungut

oleh Pemerintah Kota Malang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak air Tanah,

BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan pajak daerah di Kota Malang memberi potensi besar dalam

menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota
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Malang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar

pajak daerah untuk bisa menjalankan program-program dalam meningkatkan

kemakmuran perekonomian daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan

mengakibatkan penerimaan kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target

penerimaan daerah dan menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Malang setiap tahunnya menetapkan target penerimaan yang

berbeda-beda terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, sehingga

jumlah PAD penerimaan berubah setiap tahunnya menyesuaikan kondisi Kota

Malang. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang dapat dilihat dari

tabel 1.1 berikut ini:

Tabet 1.1 Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang

No Jenis pajak

Tahun

2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi

1 Hotel 27.680.570.200,00 37.857.637.844,26 37.180.570.300,00 43.119.974.826,05

2 Restoran 34.976.534.500,00 47.498.229.279,39 44.976.534.500,00 55.192.612.040,44

3 Hiburan 5.543.000.000,00 6.610.023.251,65 6.293.000.000,00 7.816.824.218,35

4 Reklame 18.676.552.800,00 22.101.587.217,25 18.176.552.700,00 19.094.222.303,38

5 Penerangan

Jalan

44.602.106.500,00 47.568.068.965,81 48.102.106.500,00 54.213.527.590,24

6 Parkir 3.501.998.000,00 4.887.815.130,00 4.501.998.000,00 5.280.261.785,00

7 Air tanah 600.000.000,00 809.743.186,19 600.000.000,00 807.463.681,49

8 BPHTB 108.550.000.000,00 144.892.115.137,10 135.800.000.000,00 170.091.879.687,33

9 PBB 56.869.268.000,00 62.416.413.408,00 56.869.268.000,00 59.324.193.363,00

JUMLAH 301.000.000.000,00 374.641.673.419,00 352.500.000.000,00 414.940.959.495,28

Sumber : Badan  Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (2018).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa salah satu pajak daerah

yang menjadi andalan bagi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan

asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaannya sejauh ini sudah
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mencapai Rp 59,33 milliar dari target sebesar Rp 56,86 milliar yang dibebankan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah. Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang hanya

mengatur Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dikarenakan Kota Malang dipecah

menjadi Kota Malang dan Kabubaten Malang

Sistem pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu Official Assesment yaitu

pemerintah menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Pihak BP2D Kota

Malang saat ini sedang gencar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, salah

satunya pajak bumi dan bangunan. Pendataan merupakan proses pengumpulan data

Objek Pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan

PBB. Pendataan sangatlah penting untuk dilakukan. Objek pajak yang telah dilakukan

pendataan seperti identifikasi, verifikasi ,dan pengukuran objek pajak yang nantinya

setelah melakukan proses pendataan akan memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP)

yang diberikan ke masing-masing objek pajak, yang selanjutnya akan dilakukan

penetapan sebagai objek PBB. Dengan dilakukannya pendataan dan penetapan PBB

selanjutnya pihak pemerintah yaitu BP2D dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT) yang akan dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk

mengetahui pajak terutangnya dan untuk pihak BP2D bisa digunakan untuk

melakukan penagihan pajak apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban

perpajakn sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang. Penagihan dilakukan guna

menambah penerimaan daerah untuk menambah Pendapatan Daerah Kota Malang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil

judul tugas akhir tentang “ Prosedur Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan pada Tugas Akhir

ini adalah : “Bagaimanakah Prosedur Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur

Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

a. Bagi Mahasiswa

1) Menjadi sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh

selama kuliah.

2) Meningkatkan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam

mengahadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan, khususnya pajak

daerah.

b. Bagi Universitas Jember

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan referensi ilmu pada

lingkungan universitas, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan.

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar

pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

c. Bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

1) Merupakan sarana untuk membantu dalam mengetahui prosedur

pendataan, penetapan, dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Dapat membantu untuk menambah pengetahuan untuk meningkatkan etos

kerja khususnya tentang pendataan, penetapan, dan penagihan Pajak Bumi

dan Bangunan.
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BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2018), Prosedur adalah

tahap kegitan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi

langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Mulyadi

(2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kerja, biasanya melibatkan beberapa orang

dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan

secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

Berdasarksan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah

metode langkah demi langkah atau suatu urutan kerja yang melibatkan beberapa

orang dalam memecahkan masalah dan menjamin penanganan secara seragam

terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

2.2 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.2.1 Definisi Pajak

Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang

berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai

unsur dan tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa pengertian Pajak:

a. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Menurut  Soemitro (Resmi, 2017: 1), Pajak adalah iuran rakayat kepada kas

negara bedasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

c. Menurut Djajaddiningrat (Resmi, 2017: 1), Pajak sebagai suatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu

keadaan,kejadian, dan perbuatan yang menghasilkan keduduka tertentu,tetapi
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bukan sebagai hukuman ,menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat

disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2017:3), yaitu :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair,artinya pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan

pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan

ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
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2.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga,

yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya

(Resmi, 2017: 7) :

a. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang

bersangkuatan.Contoh: Pajak penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang apada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang alain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegatan, peristiwa, atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan

jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan  menjadi dua:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannnya memperhatikan keadaan

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan

subjeknya.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya mempeerhatikan objeknya,

baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak  (Wajib Pajak) dan tempat

tinggalnya.

c. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
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2) Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota), dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan, dan

sistem pemungutan (Resmi, 2017 : 8), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

1) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek(

penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakuakn

pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesugguhnya

dalam suatu tahun pajak diketaui.

2) Stelsel Anggaran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan yaitu, pada awal tahun besarnya

pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun,

besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutannya terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahawa negara berhak mengenakan pajak atas  objek

pajak dari wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luarnegeri. Setiap

wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia
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(Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan

yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib pajak.Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari

Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan

kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) Official Assesment System

Sistem pemunguta pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya

sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak

sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap dapat

menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan, dan menyadari

akan arti pentingnya  membayar pajak.
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3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan

lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung

pada pihak ketiga yang ditunjuk, peran dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2017:13), jenis tarif pajak dibedakan menjadi empat,

yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun

besarnya dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap

terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan

pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara

proposional atau sebanding.

c. Tarif Progresif ( Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin

meningkat dengan semakin meningkatya dasar pengenaan pajak. Tarif

progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Tarif Progresif-Proporsional yaitu, tarif berupa presentase tertentu yang

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan

kenaikan presentase tersebut adalah tetap.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13

2) Tarif Progresif-Progresif yaitu, tarif berupa presentase tertentu yang

makin meningkat dengan meningkatknya dasar pengenaan pajak dan

kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat.

3) Tariff Progresif –Degresif yaitu, tarif berupa presentase tertentu yang

makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi

kenaikan presentase tersebut makin menurun.

d. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun

dengan makin menigkatnya dasar pengenaan pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat

disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh oreng pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat

imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
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2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut ;

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak

daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang

memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah

tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak

adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang,

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, ynag mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan daerah.

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor, 10%;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 20%;

3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, 10%;
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4) Pajak Air Permukaan, 10%; dan

5) Pajak Rokok, 10%

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel, 10%;

2) Pajak Restoran, 10%;

3) Pajak Hiburan, 35%;

4) Pajak Reklame, 25%;

5) Pajak Penerangan Jalan, 10%;

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10%;

7) Pajak Parkir, 30%;

8) Pajak Air Tanah, 20%;

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, 0,03%; dan

10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,5%.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar

pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada hotel.

b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang

seharusnya diterima oleh restoran.

c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.

f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil

pengambilan mineral bukan logam atau batuan.

g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada penyelenggara tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
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i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung wallet.

j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).

k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.3.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan

dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak

daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak

pusat.(Siahaan, 2016:91).

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perkoaan

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 7 Tahun 2015 Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk perkotaan

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan PBB Perkotaan

Pemungutan PBB Perdesaaan dan Perkotaan di Indonesia saat ini

didasarkan atas dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh

masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB Pedesaan dan

Perkotaan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Daerah;

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan bangunan

Perkotaan;

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak
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c. Peraturan Walikota Malang Nomor 106 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 111 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat

Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

2.4.3 Objek Pajak PBB Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan :

a. Objek Pajak PBB Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 7 Tahun 2015. Objek pajak

PBB Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan

atau dimanfaatkan oleh orang pribadi  atau badan, kecuali kawasan yang

digunakan oleh usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut

pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh

bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah,

ladang, kebun, tanah, dan pekarangan. Sedangkan Pengertian Bangunan

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau di lekatkan pada tanah dan

perairan. Termasuk bangunan adlah : jalan lingkungan yang terletak dalam

satu komplek, hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan satu

kesatuan dengan komplek bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar

mewah, tempat olahraga, tempat penampungan minyak, air dan gas, pipa

minyak.

b. Bukan Objek Pajak PBB Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 7 Tahun 2015. Objek pajak

yang tidak dikenakan PBB Perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi

ketentuan di bawah ini.

1) Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk peyelengaraan

pemerintah.
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2) Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksud dengan

tidak memperoleh keuntungan.

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis

dengan itu.

4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, atau sejenisnya dengan

itu.

5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

6) Digunakan oleh badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.4 Subjek dan Wajib Pajak PBB Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah. Subjek pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau badan

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB Perkotaan adalah orang pribadi atau

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh

manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas

banguanan. Hal ini berarti pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek

pajak, dan wajib pajak berada pada berada pada diri orang yang sama. Dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak

tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang

PBB Perdesaan dan Perkotaan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara

pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain

itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pepajakannya.
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2.4.5 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB Perkotaan

Menurut Siahaan (2016:560), dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan

PBB perkotaan yaitu, sebagai berikut :

a. Dasar Pengenaan PBB Perkotaan

Dasar pengenaan PBB Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang

terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transakasi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau

nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Penetapan NJOP dapat dilakukan

dengan tiga cara alternatif, sebagaimana di bawah ini:

1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, yaitu suatu

pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan

cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang

letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

2) Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual

suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakuakan, yang

dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

3) Nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan atau metode penentuan nilai

jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak

tersebut.

Besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan

wilayahnya. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali.

Hanya saja, untuk daerah tertentu yang perkembngan pembangunannya

mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, penetapan NJOP dapat

ditetapkan setahun sekali. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh

bupati/walikota.

b. Tarif Pajak PBB Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No 7 Tahun 2015. Tarif PBB

Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
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1) Untuk NJOP sampai dengan dengan Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima

ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh

lima persen) per tahun;

2) Untuk NJOP Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

sampai dengan 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar

0,112% (nol koma seratus dua belas persen) per tahun;

3) Untuk NJOP Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan

100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145% (nol

koma seratus empat puluh lima persen) per tahun;

4) Untuk NJOP diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah)

ditetapkan sebesar 0,113% (nol koma seratus tiga belas persen) per tahun.

c. Perhitungan PBB Perkotaan

Besaran pokok PBB Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai

Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai jual untuk bangunan

sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP

sebesar sepuluh juta rupiah. Secara umum perhitungan PBB perkotaaan adalah

sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x ( NJOP – NJOPTKP)

= Tarif Pajak x {NJOP Bumi + (NJOP

Bangunan – NJOPTKP)}

2.4.6 Cara Pemungutan, Penetapan dan Penagihan PBB Perkotaan

Menurut Siahaan (2016:565), cara pemungutan, penetapan dan penagihan

PBB Perkotaan sebagai berikut :

a. Cara Pemungutan

Pemungutan PBB Perkotaan tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud

dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun

dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses

pemungutn pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman

surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah

kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran

pajak, dan penagihan pajak.

b. Penetapan Pajak

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB

Perkotaan adalah penetapan oleh kepala daerah (official assessment). Hal ini

dapat dipahami karena tentunya akan sangat sulit apabila menerapkan sistem

self assessment, dimana wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri

besarnya pajak terutang, mengingat tidak mudah untuk menentukan NJOP

bumi dan bangunan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penetapan pajak

oleh kepala daerah diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak daerah sebagai sarana untuk

menagih besarnya pajak terutang.

Selain menerbitkan SPPT, dalam keadaan tertentu bupati/walikota dapat

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap wajib pajak PBB

Perdesaan dan Perkotaan. SKPD adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Bupati/walikota dapt

mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

1) SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis

oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak

yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan

SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD

ditetapkan oleh bupati/walikota.
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c. Penagihan PBB

Bupati atau walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD) apabila PBB Perkotaan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

dan wajib pajak dikenakn sanksi administrative berupa bunga atau denda.

Sanksi administratif  berupa bunga dan dikenakn kepada wajib pajak yang

tidak atau kurang membayar pajak yang terutang. Dengan demikian, pajak

terutang dalam SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar dua

persen sebulan dan ditagih melalui STPD. STPD harus dilunasi dalam jangka

waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, tatacara

penerbitan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

Apabila pajak terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran

maka bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan penagihan

pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT atau

SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Penagihan

pajak dilakukan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat

peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.

Surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak,

dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Apabila

jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu

yang ditentukan dalam surat teguran atau surat lain atau surat sejenis akan

ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dengan Surat Paksa dapat

dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyandraan

apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya.

2.4.7 Prosedur Pendataan Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan

a. Prosedur Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan  BAB IV (empat) Pasal 11 Ayat (1)
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menyatakan bahwa Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Pasal 11 Ayat (2) SPOP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya

SPOP oleh subjek pajak. Pasal 11 Ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan

mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

b. Prosedur Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan BAB IV (empat) Pasal 12 Ayat (1)

menyatakan bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11 ayat (1), Walikota atau Pejabat

yang di tunjuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Pasal

12 Ayat (2) menyatakan bahwa Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal hal sebagai

berikut:

1) Apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), tidak

disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota

atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata

jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang terutang

lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang

disampaikan oleh wajib pajak.

c. Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan BAB VII (tujuh) Pasal 17 ayat (1)

menyatakan bahwa Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan

Pajak Tahunan ( SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus

dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT

oleh wajib pajak. Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa SKPD, SKPDKB,
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STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Suarat Keputusan Keberatan dan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggadi terbitkan. Pasal 17 Ayat (3)

menyataka bahwa Pajak yang terutang sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang

dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua empat) bulan. Pasal 17 Ayat (4)

menyatakan bahwa Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan

wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak, dengan dikenakn bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Pasal 17

Ayat (5) menyatakan bahwa Pajak yang terutang di bayar di Kas Umum

Daerah atau tempat pmbayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanaakan di Perkantoran

Terpadu Pemerintah Kota Malang pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D)

Kota Malang Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lt.1 Kelurahan Arjowilangan Kota

Malang.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai surat yang dikeluarkan oleh

Fakultas, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10

April 2018. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Hari Kerja Jam Kerja

I

Jam Kerja

II

Senin – Kamis 08.00 – 11.30 13.00 -15.00

Jumat 08.00 – 11.00 13.00 – 15.00

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (2018)

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada

Kantor Badan Pelayanan Pajak Daearah, penulis berada pada beberapa

bidang, diantaranya:

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26

a. Bidang Pendataan

Pada bidang ini diberikan tugas untuk menginput dan mencatat data untuk

jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai perubahan data baru,

pembetulan, dan mutasi. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi

syarat tersebut di serahkan dan di berikan bidang penetapan.

b. Bidang Penagihan

Pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan,

pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak PBB diberikan

tugas untuk merekap tunggakan oleh wajib pajak selama 2 tahun terakhir.

Dan juga pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk memilah Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) menurut jenis pajaknya.

Berdasarkan data-data yang telah didapat oleh penulis selama pelaksanaan

praktek kerja nyata, maka penulis membuat laporan tugas akhir dengan judul “

Prosedur Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang

rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegitan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

No
Waktu Pelaksanaan &

Penanggung Jawab
Kegiatan Hasil Kegiatan

(a) (b) (c) (d)

1. Senin, 26 Februari

2018

Penanggung jawab:

a.Ibu Surya Bettasari

a. Apel pagi

b. Penempatan di Bidang

P3(Pendataan,Pendaftaran,da

n Penetapan)

a. Melatih Kedisplinan

b. Dapat mengetahui

dan memahami

bidang tersebut
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(a) (b) (b) (c)

selaku kasubag umum

b. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

c. Perkenalan dan Briffinng

d. Belajar Perda dan Perwal

Pajak Daerah,pbb,bphtb

e. Membantu mengecek surat

keluar dan surat masuk

c. Berkenalan dengan

seluruh karyawan

d. Dapat belajar

Perda dan Perwal

pbb,bphtb

e. Mengetahui arsip

dan proses keluar

masuk surat

2. Selasa, 27 Februari

2018

Penanggung jawab :

a. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE,

MM selaku

kasubid pendataan

b. Pak Okky

c. Pak Izzam

a. Apel pagi

b. Membuat laporan hasil

penelitian  objek pajak  PBB

atas permohonan penerbitan

PBB

c. Menginput data penertbitan

objek PBB

d. Briffing bagian pendataan

PBB

e. Memasukkan data PPB atas

data baru,pembetulan,dan

mutasi dari 5 kecamatan di

kota Malang

a. Melatih

Kedisplinan

b. Dapat memahami

proses pengajuan

penerbitan PBB

c. Dapat melatih

kinerja

d. Dapat mengetahui

bagian pendataan

PBB

e. Mengetahui

tentang dat PBB

3. Rabu, 28 Februari

2018

Penanggung jawab :

a. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE,

MM selaku

kasubid pendataan

b. Mas Okky

c. Pak Izzam

a. Membuat laporan hasil

penelitian  objek pajak  PBB

atas permohonan penerbitan

PBB

b. Menginput data penertbitan

objek PBB

c. Memasukkan data PPB atas

data baru,pembetulan,dan

mutasi dari 5 kecamatan

a. Dapat memahami

tentang proses

pengajuan

penerbitan PBB

b. Dapat melatih

kinerja

c. Dapat mengetahui

proses pengajuan

dari wajib pajak
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(a) (b) (c) (d)

4. Kamis,1 Maret 2018

Penanggung jawab:

a. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE,

MM selaku

kasubid pendataan

b. Pak izzam

a. Menata dan mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

b. Memasukkan data PBB atas

data baru,pembetulan,dan

mutasi dari 5 kecamatan

a. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

b. Dapat mengetahui

proses pengajuan

data baru,

pembetulan, dan

mutasi PBB

5. Jumat 2 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Senam pagi

b. Kerja bakti kantor

c. Mengambil data ke Dispenduk

untuk melengkapi pengajuan

Pendataan PBB

a. Menyehatkan

b. Mengikuti

kegiatan kantor

c. Dapat melengkapi

data wajib pajak

6. Senin 5 Maret 2018

Penanggung jawab:

a. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE,

MM selaku

kasubid pendataan

b. Pak Izzam

a. Apel pagi

b. Menata dan mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

c. Memasukkan data PBB atas

data baru,pembetulan,dan

mutasi

a. Melatih displin

b. Dapat melatih

ketelitian

c. Dapat mengetahui

proses pengajuan

data wajib pajak

7. Selasa 6 Maret 2018

Penanggung jawab:

a. Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE,

MM selaku

kasubid pendataan

b. Pak Izzam

a. Apel pagi

b. Menata dan mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

c. Memasukkan data PBB atas

data baru,pembetulan,dan

mutasi

a. Melatih Displinan

b. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

c. Dapat mengetahui

proses pengajuan

data wajib pajak
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(a) (b) (c) (d)

8. Rabu 7 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

kasubid pendataan

a. Melakukan wawancara ke bu

Niluh selaku kepala seksi

bidang P3

b. Mempelajari kembali Perda

dan Perwal

a. Memperoleh data

tentang prosedur

pendataan PBB

b. Mengetahui isi

dari perda dan

perwal

9. Kamis 8 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Menata dan mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

b. Menginput data baru PBB

a. Dapat Melatih

ketelitian dalam

bekerja

b. Mengetahuai

tentang data baru

PBB

10. Jumat 9 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Senam Pagi

b. Menata dan mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

c. Menginput data baru PBB

a. Melatih kebugaran

b. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

c. Dapat melatih

kemampuan dan

mengetahuai

tentang data baru

PBB

11. Senin,12 maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Apel pagi

b. Konsultasi dan wawancara ke

Ibu Beta selaku kasubbag

umum

c. Mencatat nomor pelayanan

yang masuk ke bagian

Pendataan

a. Melatih displin

b. Dapat memperoleh

data target dan

realisasi pajak

Kota Malang

c. Dapat mengetahui

arsip pelayanan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


30

(a) (b) (c) (b)

12. Selasa,13 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Apel pagi

b. Mencatat nomor pelayanan

yang masuk kebidang

Pendataan

a. Melatih disiplin

b. Dapat mengetahui

jumlah pengajuan

di bidang PBB

13. Rabu,14 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Menata dan Mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

b. Memasukkan data baru ,

pembetulan, dan mutasi PBB

dari 5 kecamatan

a. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

b. Dapat mengetahui

proses pengajuan

data wajib pajak

14. Kamis,15 Maret 2018

Penanggung jawab:

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Menata dan Mengurutkan data

menurut tanggal dan jenis

pengajuan

b. Memasukkan data baru ,

pembetulan, dan mutasi PBB

dari 5 kecamatan

a. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

b. Dapat mengetahui

proses pengajuan

data wajib pajak

15. Jumat, 16 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Ni Luh Eka

Pudjiastuti, SE, MM

selaku kasubid

pendataan

a. Senam pagi

b. Kerja bakti kantor

c. Wawancara dengan ibu

Wiwik selaku kasubid

penetapan

d. Pemindahan tugas ke bagian

Penagihan pajak

a. Melatih jasmani

b. Mengikuti

kegiatan kantor

c. Memperoleh data

tentang penetapan

PBB

d. Meambah

pengetahuan baru

16. Senin, 19 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Apel pagi

b. Diterima di bagian P2

(penilaian dan penagihan)

pajak

c. Memilah SSPD sesuai

dengan jenis pajaknya

a. Melatih disiplin

b. Mengetahui

tentang bidang

penagihan

c. Dapat melatih

ketelitian
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(a) (b) (c) (d)

17. Selasa, 20 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Apel pagi

b. Mengambil SSPD ke bagian

umum

c. Memilah SSPD sesuai dengan

jenis setoran pajaknya dan

sesuai kode kecamatan

a. Melatih disiplin

b. Melatih

kepercayaan diri

c. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

18. Rabu, 21 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

Memilah SSPD sesuai dengan

jenis setoran pajaknya dan

sesuai kode kecamatan

Dapat melatih

ketelitian dan

mengetahui jenis

SSPD

19. Kamis, 22 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput dan menyalin

daftar himpunan ketetapan

pajak dan pembayaran pajak

b. Menginput rekapan PBB yang

bermasalah

a. Dapat mengetahui

himpunan pajak

dan pembayaran

b. Dapat mengetahui

PBB yang

bermasalah

20. Jumat, 23 Maret 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput dan menyalin

daftar himpunan ketetapan

pajak dan pembayaran di buku

besar

b. Memilah SSPD jenis pajak

restoran : rumah makan sesuai

dengan kode kecamatan

c. Menginput data  rekapan

tunggakan  PBB

a. Dapat mengetahui

daftar himpunan

pajak dan

pembayaran

b. Dapat melatih

ketelitian dalam

bekerja

c. Dapat mengetahui

tunggakan PBB
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(a) (b) (c) (d)

21. Senin, 26 Maret 2018

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput dan menyalin

daftar himpunan ketetapan

pajak

b. Menginput data rekapan

tunggakan PBB

c. Melakukan wawancara ke Ibu

Wiwik selaku kasubid

penetapan

a. Dapat  mengetahui

himpunan

ketetapan pajak

b. Dapat mengetahui

tunggakan PBB

c. Mendapatkan data

mengenai

penetapan PBB

22. Selasa, 27 Maret 2018

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput data rekapan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

ketetapan dan

pembayaran PBB

23. Rabu, 28 Maret 2018

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput data rekapan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

ketetapan dan

pembayaran PBB

24. Kamis, 29 Maret 2018

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menginput data rekapan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

ketetapan dan

pembayaran PBB

25. Jumat,30 Maret 2018 LIBUR LIBUR
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(a) (b) (c) (d)

26. Senin, 2 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Merekap surat pemberitahuan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Dapat mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

himpunan dan

ketetapan

pembayaran PBB

27. Selasa, 3 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Merekap surat pemberitahuan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Dapat mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

himpunan dan

ketetapan

pembayaran PBB

28. Rabu, 4 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Merekap surat pemberitahuan

tunggakan PBB

b. Menginput dan menyalin data

ke daftar himpunan ketetapan

dan pembayaran PBB

a. Dapat mengetahui

tunggakan PBB

b. Dapat mengetahui

ketetapan  PBB

29. Kamis, 5 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Memilah surat setoran pajak

daerah (SSPD) sesuai dengan

jenis pajaknya

b. Melakukan wawancara ke Ibu

Luluk selaku kasubid

penagihan

a. Dapat melatih

ketelitian

b. Dapat memperoleh

data tenyang

penagihan PBB
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(a) (b) (c) (d)

30. Jumat, 6 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Menulis dan memengecek

kembali surat peringatan yang

akan diberikan kepada wajib

pajak yang melanggar

ketentuan

b. Melakukan wawancara ke Ibu

Wiwik selaku kasubid

penetapan

a. Dapat mengetahui

proses pemberian

surat peringatan

b. Dapat memperoleh

data tentang

penetapan PBB

31. Senin, 9April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

Memilah surat setora pajak

daerah (SSPD) sesuai dengan

jenis pajaknya

Dapat melelatih

ketelitian   dan

mengetahui

masing-masing

jenis SSPD

32. Senin, 10 April 2018

Penanggung jawab :

Ibu Luluk Khafifah,

SE Selaku kasubid

penagihan

a. Memilah surat setora pajak

daerah (SSPD) sesuai dengan

jenis pajaknya

b. Berpamitan kepada seluruh

karyawan BP2D

a. Dapat mengetahui

masing-masing

jenis SSPD

b. Berpamitan

kepada seluruh

karyawan

Sumber : Diolah oleh penulis (2018)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah

data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka

sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif

pada Laporan Tugas Akhir ini berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Perkotaan. Sedangkan data

kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa

simbol angka atau bilangan. Data kualitatif dapat melalui suatu proses
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menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan

waktu. Data kualitatif pada Laporan Tugas Akhir ini berupa wawancara, diskusi,

dan pengamatan (observasi).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan

Badan Pelayanan Pajak (BP2D) Kota Malang. Data Primer diperoleh dari

data-data terkait pendataan seperti SPOP pajak bumi dan bangunan, serta

penetapan pajak bumi dan bangunan berupa SPPT.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan

yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku

perpajakan, undang-undang,  peraturan daerah, jurnal, dan artikel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini

adalah :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,

undang-undang, peraturan daerah, jurnal, dan artikel.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara

sistematis, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis

mengobservasi data-data mengenai pajak bumi dan bnagunan perkotaan

yang dilakukan selama 30 hari kerja.

3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tatap muka dan tanya jawab langsung kepada narasumber. Pada

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara
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dengan narasumber yaitu yang bertujuan untuk mengetahui informasi

terkait proses Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan pada Badan Pelayanan Pajak Kota Malang. Adapun

wawancara telah dilakukan dengan pegawai kantor Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang, yaitu:

a) Surya Bettasari, SE,Msi selaku kepala bagian umum.

b) Ni Luh Eka Pudjiastuti, SE,MM selaku kepala bidang pendataan.

c) Dra.Wiwik Yosoniati selaku kepala bidang penetapan.

d) Luluk Khafifah, SE selaku kepala bidang penagihan.

e) Pak Taufiq selaku staf bidang penagihan.
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang di laksanakan

pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan

dalam Prosedur Pendataan, Penetapan, dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu sebagai

berikut:

1. Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilaksanakan dengan

pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Wajib Pajak yang

kemudian akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pihak BP2D.

2. Penetapan Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dilakukan setelah diterimanya

berita acara pemeriksaan lapangan oleh bidang pendataan yang kemudian akan

diberikan penomoran pada objek pajak dan dilanjutkan dengan di terbitkannya

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dilakukan jika pada buku

Daftar Ketetapan Himpunan Pajak (DKHP) terdapat wajib pajak yang

menunggak atau mempunyai tunggakan pajak bumi dan bangunan. Penagihan

dilakukan dengan cara pemberian Surat Pemberitahuan (SP) pajak tetutang,

jika pemberian SP diabaikan maka akan diberikan SP ke-2 dan undangan

pemanggilan, jika SP ke-2 masih diabaikan maka akan di berikan SP ke-3 dan

undangan pemeriksaan. Jika sampai pemberian SP ke-3 diabaikan maka pihak

bidang penagihan akan memberikan surat pemberitahuan pematokan terhadap

objek pajak. Jika pematokan terhadap Objek Pajak masih diabaikan oleh wajib

pajak, maka akan di terbitkan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Tindakan

penagihan dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan,

pelelangan, pencegahan, dan penyandraan apabila wajib pajak tetap tidak mau

melunasi utang pajaknya.
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5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, maka saran yang dapat disampaikan

adalah sebagai berikut :

1. Pada bidang pendataan kurangnya pemerataan dalam pendataan PBB

Perkotaan, maka perlu adanya peningkatan kinerja untuk pendataan dan

sosialisai.

2. Pada bidang penagihan perlu peningkatan kinerja dan ketegasan mengenai

sanksi terhadap para penunggak pajak khusunya PBB.
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